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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan pada Dinas

Pertanian Kota Mataram, sehingga memperoleh beberapa kesimpulan sebagai

berikut:

1.

Kota Mataram merupakan Kota yang terbagi menjadi tiga kawasan,
sebelah timur merupakan kawasan Perdagangan, sebelah barat kawasan
Pariwisata, dan tengah-tengah merupakan kawasan Pendidikan dan
Perkotaan, di dalam RT/RW Kota Mataram. Pemerintah Kota Mataram
dalam mencegah arus konversi lahan pertanian adalah dengan
memperketat pemberian izin alih fungsi lahan. Dalam Perda No 5 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Perda No 12 Tahun 2011 Tentang RT/RW
Tahun 2011-2031 Kota Mataram, diatur mengenai pengendalian
pemanfaatan ruang dan wilayah. Salah satu bentuk pengendalian tersebut
adalah mengenai peraturan zonasi. Ketentuan umum peraturan zonasi
untuk kawasan pertanian yang meliputi:
a. Dilarang untuk aktivitas budi daya yang mengurangi luas kawasan
sawabh irigasi teknis dan setengah teknis
b. Dilarang untuk aktivitas budi daya yang mengurangi atau merusak
fungsi lahan dan kualitas tanah untuk pertanian

c. Diizinkan untuk aktivitas pendukung pertanian
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d. Diizinkan mendirikan rumah tinggal dengan syarat tidak
mengganggu fungsi pertanian

Lahan yang sudah di tetapkan sebagai lahan pertanian pangan
berkelanjutan tersebut di lindungi dan dilarang untuk dialih fungsikan,
kecuali ada rencana peruntukan lain untuk kepentingan umum atau
terjadi bencana. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum seprti, jalan
umum, waduk, bendungan irigasi, saluran air minum, atau air bersih,
drainase dan sanitsi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara,
stasiun dan jalan untuk kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum,
cagar alam dan atau pembangkit jaringan listrik. Rencana pembangunan
fasilitas umum tersebut harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Mataram.
Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mataram dalam hal ini melalui Dinas
Pertanian difokuskan pada kegiatan intensifikasi. Program ini
dikembangkan di dalam LP2B tersebut meliputi :
a) Meningkatkan kesuburan tanah
b) Pemberian bantuan benih varietas unggul
c) Pencegahan dan penanggulangan hama penyakit tanaman
d) Perbaikan saluran irigasi
e) Pemanfaatan teknologi pertanian
f)  Penyuluhan pertanian

g) Jaminan akses permodalan
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Alih fungsi lahan pertanian mengakibatkan berbagai dampak
langsung dan tidak langsung dan berimplikasi serius berupa dampak
negatif terhadap produksi pangan, lingkungan, dan budaya masyarakat
yang hidup dibagian hulu dan sekitar lahan yang dialih fungsikan
tersebut.

Dengan demikian alih fungsi lahan pertanian tidak hanya
menyebabkan kapasitas memproduksi pangan turun, tetapi merupakan
salah satu bentuk pemubaziran investasi, degradasi agroekosistem,
degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan secara perlahan-lahan para
pelaku usaha pertanian pangan akan meninggalkan sektor tanaman
pangan apabila tidak diimbangin dengan pengendalian alih fungsi,
pemberian insentif, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu,
penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pengaturan alih
fungsi lahan pertanian pangan merupakan salah satu kebijakan yang

sangat strategis.

B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan saran, adapun

sebagai berikut :

1.

Dalam penerapan hukum perlindungan lahan pertanian pangan
berkelanjutan Dinas Pertanian Kota Mataram hendaknya koordinasi
antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk lebih
ditingkatkan mengenai tata ruang suatu wilayah. Pemerintah daerah

sebagai yang berwenang atas pemberian izin pembangunan di suatu
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lokasi di wilayahnya sepatutnya dikoordinasikan dengan kantor
pertanahan setempat agar dapat dilakukan pengawasan secara terpadu
atas perubahan lahan dapat diketahui secara dini dan dalam penerapannya
pengendalian alih fungsi lahan pertanian dapat berjalan efektif.

Berbagai upaya yang dapat pemerintah pusat maupun daerah lakukan
adalah dengan proaktif dalam melindungi lahan pertanian produktif.
Pemerintah harus segera melaksanakan amanat Pasal 3-7 Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan dan memberikan pemahaman dan sosialisasi
kepada masyarakat terutama para petani mengenai dampak alih fungsi
lahan. Pemerintah juga harus memberikan sanksi sesuai yang tercantum
dalam Pasal 70 dengan memberikan sanksi admnistratif dan Pasal 72-74
UndangUndang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan berupa  sanksi pidana.
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